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PERBAIKAN KUALITAS 
DEMOKRASI ELEKTORAL
PERBAIKAN KUALITAS 

DEMOKRASI ELEKTORAL

PEMILU YANG 
DEMOKRATIS, 

BERINTEGRITAS, & 
BERMARTABAT

PEMILU YANG 
DEMOKRATIS, 

BERINTEGRITAS, & 
BERMARTABAT

Regulasi pemilu yang semakin 
tegas dan menjunjung tinggi 
nilai persamaan dan keadilan

Regulasi pemilu yang semakin 
tegas dan menjunjung tinggi 
nilai persamaan dan keadilan

Penyelenggara pemilu yang 
profesional & Imparsial

Penyelenggara pemilu yang 
profesional & Imparsial

Soliditas yang kokoh diantara 
penyelenggara pemilu

Soliditas yang kokoh diantara 
penyelenggara pemilu

Instrumen keadilan pemilu yang 
didesain lebih komprehensif

Instrumen keadilan pemilu yang 
didesain lebih komprehensif





karena penyelenggara adalah 
pihak yang bertanggungjawab 

untuk menjamin adanya pemilu 
yang bebas dan adil, sehingga 

menjaga keyakinan publik 
terhadap proses demokrasi
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MENGAPA INTEGRITAS PENYELENGGARA 
PEMILU MENJADI PERHATIAN UTAMA DALAM 

DISKURSUS PEMILU BERINTEGRITAS?

MENGAPA INTEGRITAS PENYELENGGARA 
PEMILU MENJADI PERHATIAN UTAMA DALAM 

DISKURSUS PEMILU BERINTEGRITAS?

adanya berbagai potensi 
pelanggaran yang dilakukan 

oleh peserta dan 
penyalahgunaan kewenangan 

yang dimiliki oleh 
penyelenggara pemilu

semakin kompleksnya teknis 
penyelenggaraan pemilu di 
Indonesia seiring dengan 

diterapkannya pemilu eksekutif 
dan pemilu legislatif baik di 

tingkat nasional maupun lokal



TRI 
INTERES 

BAWASLU

Konstitusionalitas
“Makna Daulat 

Rakyat”

Politik Hukum 
Pemilu

“Asas Jurdil”

Penyelenggara 
Pemilu

“Trust=partisipasi 
publik”

KEPENTINGAN BAWASLU

Pasal 89 ayat (1) & (2) UU 7/2017
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DILAKUKAN OLEH BAWASLU YANG TERDIRI 

DARI BAWASLU, BAWASLU KAB/KOTA, BAWASLU PROVINSI, DAN PANWASLU
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MELALUI TWK, PENGAWAS PEMILU DITUNTUT UNTUK:
 Mencegah berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu 

 Menyediakan mekanisme komplain masyarakat 
 Menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan 

atas komplain masyarakat 
 Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan 

terganggunya proses pemilu

KEADILAN 
PEMILU

Keadilan Pemilu merupakan nilai moral sekaligus nilai 
hukum yang hendak diperjuangkan Bawaslu

Mewujudkan keadilan pemilu itu sendiri merupakan 
bagian yang inheren dari keberadaan Pengawas Pemilu 

Berintegritas 

PENGAWAS 
PEMILU YANG 

BERINTEGRITAS



ETIK
A

PROFESIONALKEMANDIRIAN

IMPARSIAL

PERILAKU 
PENYELENGGARA 

PEMILU

PELANGGARAN ETIK = PELANGGARAN 
NILAI/NORMA SANKSI 

MORAL

SANKSI 
HUKUM

TRUST PUBLIK
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ANCAMAN PIDANA BAGI 
PENGAWAS PEMILU

PASAL 507
Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa (Panwaslu Kecamatan) yang tidak mengawasi 
penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK (PPK kepada KPU Kabupaten/
Kota) dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan (Bawaslu 
Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) (Pasal 390 ayat 
(7)) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp12.OOO.OO0,OO (dua belas juta rupiah)

PASAL 543
Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu 
Kecamatan, dan/atau PanwasluKelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang 
dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran 
Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 
PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
banyak Rp24.000.000,O0 (dua puluh empat juta rupiah)



NON LITIGASI

LITIGASI

ADVOKASI HUKUM: 
Rangkaian kegiatan pemberian layanan hukum untuk menghadapi 
Permasalahan Hukum

LAYANAN ADVOKASI HUKUM
Perbawaslu 6/2023

PERMASALAHAN HUKUM: 
Masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, 
dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan

ADVOKASI 
HUKUM

SEBELUM PROSES 
PERADILAN

DALAM PROSES PERADILAN

PELAKSANAAN PUTUSAN

PEMERIKSAAN KEKP ASN, 
SENGKETA INFORMASI PUBLI,
LAYANAN KONSULTASI HUKUM, 

PENYIAPAN PENDAPAT HUKUM & 
KEGIATAN LAIN SESUAI KEBUTUHAN

ADVOKASI HUKUM = PENUGASAN SECARA TERTULIS / PERMOHONAN 
TERTULIS



TERIMA KASIH
“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU

BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN 
PEMILU”

@Bawaslu_RI

BAWASLURI

Bawaslu RI
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